SALINAN

WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

DI BIDANG PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 41, Pasal 62 ayat
(6), Pasal 69 ayat (7) huruf c, Pasal 87 ayat (4), Pasal 88 ayat (5), Pasal
104 dan Pasal 106 Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian,
telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun 2023
tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan Daerah  Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan
Perindustrian di Bidang Perdagangan;

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan
bidang perdagangan, maka Peraturan Walikota Nomor 116
Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan
Perindustrian di Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu ditinjau kembalji;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor
116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan
mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

)
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. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
(UU) Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan
Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5584);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem
Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengenaan
Sanksi Administratif kepada Pemilik Gudang yang Tidak Melakukan
Pendaftaran Gudang (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6346);
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan,
Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6640);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6641);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Waralaba
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6986);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

26. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

27. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan
Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan
dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan,
Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Menteri  Perdagangan  Nomor  20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
472);

>
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29. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014
tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-
DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang penataan
dan Pembinaan Gudang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 460);

30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/6/2016
tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Berita
Negara Tahun Republik Indonesia 2016 Nomor 958);

31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76/M-DAG/PER/10/2016
tentang Sarana Promosi Produk Ekspor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1639);

32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal
Untuk Barang Asal Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah beberapa kali
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
34 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Permendag
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 969);

33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2019
tentang Persetujuan Penyelenggaraan Pameran Dagang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 904);

34. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Waralaba (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1007);

35. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);

36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pelaporan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 278);

37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat
Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
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38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang
Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Perdagangan dan Metrologi Legal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 750);

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10)
sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

43. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota
Surabaya Tahun 2023 Nomor 83);

44. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 116 Tahun 2023 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian
di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun
2023 Nomor 116).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 116 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1
TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI
BIDANG PERDAGANGAN.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 116 Tahun
2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan
Perindustrian di Bidang Perdagangan (Berita Daerah Kota Surabaya
Tahun 2023 Nomor 116), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf ¢ Pasal S5 diubah,
sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Lokasi pendirian Toko Swalayan didasarkan pada ketentuan
yang berlaku dengan mengacu pada:

a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.

(2) Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat ditetapkan
sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter berdasarkan
aksesibilitas wilayah sesuai dengan arah arus lalu
lintas antar kedua lokasi.

(3) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikecualikan untuk:

a. Jarak antara Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dengan
Tipe Pasar Tematik Tertentu;

b. Toko Swalayan yang sebelumnya berbentuk toko
kelontong/ eceran tradisional, didirikan/dikelola oleh
koperasi/ perseorangan dan bukan merupakan Toko
Swalayan berjejaring;

c. Toko swalayan yang terintegrasi dengan Pusat
Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha,
Pusat Niaga; dan/atau

d. bangunan atau kawasan lain, meliputi:

1. fasilitas pendidikan;

)
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2. fasilitas transportasi publik;

3. apartemen;

4. hotel,

5. rumah sakit;

6. perkantoran;

7. pusat atau komplek pertokoan pada
Kawasan Cagar Budaya yang telah memiliki
dan diperbolehkan atau direncanakan
dalam Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL); dan/atau
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8. fasilitas perdagangan lainnya yang telah memiliki
Perizinan  Berusaha terlebih dahulu sebelum
berdirinya Pasar Rakyat.

(4) Dalam penyediaan area parkir yang proporsional Pengelola
Toko Swalayan dapat memanfaatkan area parkir dimaksud
untuk penyediaan lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro
dengan memperhatikan ketentuan terkait penyelenggaraan
perparkiran di Daerah.

(5) Penyediaan lokasi usaha bagi pelaku usaha mikro sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya sewa.

2. Setelah ketentuan ayat (2) Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat
yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pemberian TDG didasarkan ketentuan yang berlaku dengan
mengacu pada:

a. Rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau

b. Rencana detail tata ruang Daerah dan peraturan zonasi.

(2) Gudang dengan luas dibawah 100 m” (seratus meter persegi),
dapat diberikan TDG dengan ketentuan:

a. berada pada kawasan atau zona Aneka Industri atau
Perdagangan dan Jasa sesuai dengan Peraturan Daerah
tentang RDTR; dan

b. digunakan sebagai penyimpanan komoditi Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) untuk
diperdagangkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

(3) Dalam hal TDG dan/atau gudang tidak lagi sesuai dengan
rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
TDG dinyatakan tetap berlaku, sepanjang:

a. tidak terdapat perubahan luas lahan, luas bangunan,
struktur bangunan, fungsi bangunan, dan/atau kapasitas

gudang;

b. memiliki Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan
Bangunan Gedung guna gudang; dan/atau

c. kendaraan yang digunakan sebagai alat
transportasi/bongkar muat gudang atau masuk kawasan
gudang sesuai dengan kelas jalan.
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3. Diantara ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 12A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

(1) Bar yang terintegrasi dengan kegiatan usaha pariwisata
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), maka
Bar dan kegiatan usaha pariwisata lainnya tersebut wajib
memiliki Standar Operasional Prosedur mengenai
penanganan pengunjung di dalam tempat kegiatan usaha dan
setelah meninggalkan tempat kegiatan usaha.

(2) Pelanggaran  terhadap  kewajiban  memiliki  Standar
Operasional Prosedur sebagaimana pada angka (1) diatas
dapat dikenakan sanksi administratif secara tidak berjenjang
dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Setiap perusahaan dilarang memperdagangkan minuman
beralkohol di lokasi dan/atau tempat yang berdekatan
dengan jarak paling kurang 100 (seratus) meter dari lokasi
bangunan eksisting tertentu.

(2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal perusahaan telah memiliki perizinan
berusaha dan akan mengajukan permohonan perpanjangan
perizinan berusaha paling lambat 1 (satu) bulan sebelum
masa berlaku perizinan berusaha habis.

(3) Dalam hal pengajuan permohonan perpanjangan perizinan
berusaha melebihi batas waktu sebagaiman dimaksud pada
ayat (2), maka dianggap pengajuan baru.

(4) Bangunan gedung eksisting tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:

a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios
kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;

b. rumah ibadah yang digunakan untuk peribadatan umum;
c. lembaga/fasilitas pendidikan, antara lain:
1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

2. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI);
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3. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah
Tsanawiyah (MTs);

4. Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah
Aliyah Kejuruan, Sekolah Menengah Agama/Teologi;

S. perguruan tinggi;

6. satuan pendidikan khusus dan/atau satuan
pendidikan layanan khusus; atau

7. satuan pendidikan non formal keagamaan.
d. fasilitas pelayanan kesehatan, antara lain:

1. rumah sakit, kecuali rumah sakit hewan/klinik
hewan; atau

2. Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).

e. permukiman kecuali untuk jenis rumah susun komersial
(apartemen/kondominium); dan/atau

f. bangunan milik Pemerintah/Pemerintah Daerah atau
swasta yang difungsikan sebagai tempat rehabilitasi sosial
bagi masyarakat antara lain panti asuhan, panti werdha,
tempat rehabilitasi narkoba, penampungan anak jalanan,
korban tindak kekerasan, dan bentuk panti sosial lainnya
yang sejenis.

(5) Dalam hal akan dilakukan pembangunan gedung tertentu
dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
berlokasi berdekatan dengan jarak paling kurang 100
(seratus) meter dari bangunan gedung tempat penjualan
minuman beralkohol maka pemilik bangunan gedung
membuat surat pernyataan tidak keberatan terhadap
keberadaan bangunan gedung tempat penjualan minuman
beralkohol beserta kegiatannya.

(6) Ketentuan jarak paling kurang 100 (seratus) meter
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada
tempat penjualan minuman beralkohol yang terintegrasi
dengan Hotel Bintang dengan Perizinan Berusaha paling
rendah risiko Menengah Tinggi dan/atau Pusat Perbelanjaan
yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

@)\ | Balai UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
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5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pelaku Usaha dilarang memajang, mengedarkan, menjual

da

a.

b.

n/atau menyajikan minuman berakohol selama:
Bulan Ramadhan;

malam Hari Raya Idul Fitri;

. Hari Raya Idul Fitri;
. malam Hari Raya Idul Adha;

. Hari Raya Idul Adha;

Malam Hari Peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus; dan

. malam Hari Pahlawan tanggal 10 November.

Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 31

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diberikan
kepada pelaku usaha apabila melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan
tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha terhadap pelanggaran yang telah
dilakukan.

Dalam hal pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban
dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dapat menerapkan
sanksi administratif lebih lanjut.

)

L_4

Balai
Sertifikasi
Elektronik
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7. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu)
pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Perizinan Berusaha Toko Swalayan yang terintegrasi dengan
bagunan atau kawasan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (3) huruf d yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan
Walikota ini dinyatakan tetap sah dan berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

WALI KOTA SURABAYA,
ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di .......
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Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,
ttd
Lilik Arijanto, ST.,MT

Pembina Utama Muda
NIP 19710330 199803 1 005

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2026 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA
Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H.
NIP. 197803072005011004
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